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KATA PENGANTAR

Hepaloe gt doan syabor boni pongathan kehadicat Allah subhanahu
weta b koo mtan et dan rsluoal darl NYA, penyusunan Rancangan
Pevatiran Bupatl tentang Matas Desn Kecamatan Merawanng  dapat
e lenindbon

Naskah akademile il disusun untuk melaksanakan harmonisasi
dalam vangha pembentukan Peraturan Bupati, denpgan melakukan analisis
el terhadap aturan hukum dan keranghkn nkademik sehinggn dapat
menjadi dasie penyusinan batas desn yang ada di Knbupaten Bangka.

Atan  duloungan — semun pihak  yang  telah membantu  dalam
penyununan Naskah Alkademib inl kami ucapkan terima kasih,

Hungailint, \2 Maret 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,

’bwv

Drs. M. DALYAN AMRIE
Pembinn Utama Muda
NIP, 19670427 198603 1 002
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan penyelesiaan Batas Desa di Kabupaten
Bangka dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeni
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan
dan Penegasan Batas Desa, bahwa rancangan peraturan bupati tentang
Batas Desa perlu ditetapkan menjadi Peraturan Bupati melalui
harmonisasi dan simplifikasi rancangan peraturan bupati sebagai amanat
dalam penyelesaian Batas Desa.

B. Identifikasi Masalah

Setelah diterbitnya Berita Acara Badan Informasi Geospasial
I\fomor: 4.16/PBW[IGD.04.05/10]2024 tentang Hasil Verifikasi Teknis
Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Bangka yang
telah memenuhi aspek teknis verifikasi Peta Batas Desa/Kelurahan,
Topologi dan Atribut Data Spasial maka selanjutnya dilakukan
harmonisasi rancangan peraturan bupati dan simplifikasi rancangan
peraturan bupati per kecamatan.

Dalam hal ini simplikasi dilakukan pada Kecamatan Puding Besar
yang meliputi batas desa Desa Kavu Besi.

C. Tujuan Penyusunan
Tuiuan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah
1. Mewujudkan Penataan Desa Good Government dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan
kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa yang
memenubhi aspek teknis dan yuridis

D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6914);
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Unda
W Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemetintahan Dacrah

:‘:“'I‘;l‘l‘l‘lm Newara Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor 244,
N(.‘lmgni:::::t l't‘tjllmnm Negarn Republik  Indonesin - Nomor  H5H87)
Undang NI{': It!nh Iu:l‘wnum kali diubah terakhir dengan Undang
ol I Il‘"-m O _ ahun 2023 tentang I‘c:lwlnuun Peraturan
Cipta Keria u‘tmf"“.‘ Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 H'Illﬂl?}',
Indonieata ] ol ”'U‘““l Il.lmlmlu Undang (Lembaran Negarn Republik

. . lun_ 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negnra
Republik Indonesia Nomor 6850);

:;'It:\i,li‘:gl{:fli“;ﬂ Nomor 30 'l'ululn‘2(12'1 tentang Knbupaten Bangkna di
ll'l('lulu:qin 'l‘i lIl lIlIIIEI ‘llnngku Belitung  (Lembaran Negara Republik
Re 8 0 wn 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
epublik Indonesia Nomor 5950);
Il:((‘;:::{l*::?:‘:;; |‘t‘lll}criuluh Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
(L(‘l'l'll;&ll‘l!n“\ﬂ‘ ndamg-Uqu!lg Nomor 6 Tahun 2014 tentang l)re.m
Tambahan l.:-mlm Republik Imlmwsm. Tahun 2014 Nomor I'IJ.
sthagaimana tt'll] )lnmn Negara Republik Imlul}rsin Nomor 5539)
B an & clah beberapa lrmh diubah terakhir dengan I'(‘!Illll!'lll'l
itharan Nomor 11 'I‘uhu.n 2021 tt‘.nl'nng Badan Usaha Milik Desa
Tambﬁhan Lce'ﬁ:m Republik Indu!mam 'l'nh.un 2021 _Numur 21,
Perstiien Pcm wran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
] chnnlah Num-nr 17 Tuhpn 2018 tentang Kecamatan
Pambat chg:m Republik Indu!wsul Tuh‘un 2018 Nomor 73,
Sy mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
raturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala
1: 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Batas
l?esa Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan
Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1100);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode
dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58
Tahun 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1321);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang
Batas Desa Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dengan Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022
tentang Pemberian dan Pemutahiran Kode, Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan, dan Pulau.
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c“: di tingkat kabupaten Ya:lgdalm Tim Penetapan dan Penegasan Batas
5S¢ me =
Ei)aﬂ penegasan  batas Desa Mpunyai tugas melaksanakan penetapan
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Penctapan dan penegasan batas ¢
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ilkan unsur dasar batas wilayah
arkan Peraturan Pemerintah Nomor 45
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:;daraﬂ Direktur Jendera] Bina Peénegasan batas desa melalui Surat

; Pemerintahan Desa Kementerian Dalam
Negerl Nomor 1463/3835/ BPD Tanggal 30 Agustus 2021. Berdasarkan surat

but ro
edaran tersebut, proses Penetapan dan -
disupervisi secara teknis oleh BIG. penegasan batas desa waji

A. Mekanisme Penetapan, Pene
1. Penetapan Batas Desgg
Tahapan penetapan batag Desa :
a. pengumpulan dan penelitiqn dokumen
Pengumpulan dan penelitian dokume
1. Pengumpulan dokumen batas.
Pengumpulan dokumen batas berupa pengumpulan:

al dokumen vuridis pembentukan Desa;
b) dokumen historis; dan

c) dokumen terkait lainnya.
2. Penelitian dokumen.

gasan dan pengesahan batas Desa

n meliputi:

Penelitian dokumen dilakukan dengan menelusuri bukti batas
Desa pada dokumen terkait batas Desa untuk mendapatkan
indikasi awal garis batas.

b. Pemilihan peta dasar

Pemilihan peta dasar adalah menggunakan Peta Rupabumi
Indonesia dan/atau Citra Tegak Resolusi Tinggi.

c. Pembuatan garis batas di atas peta

Pembuatan garis batas di atas peta dilakukan dengan
delineasi garis batas secara kartometrik.



) A 2
PDehneas pags MNatas Y
AT Nary

ey ety
N ke Makan melahn
A LUR T
[ Y,

wnankan g

) \ ARSI Nty Desn

ANneRtan Gk Nty e

VT A N ey e

Setap Whapay

datan e \Carg Nes
\

VANK ‘E.mu.lutaum;nn Weh Kepal

B PR Des Rabupatey S

"

). Penegasan Hatas Deona

PeneRasan batas Degg (i)
a penehtian dokamey,

hopelacakan dan Penentuag
¢opemasangan dan pey
Jd pembuat

akukay melal tahapan

Posist batas.
Rukura

N pilar batas:
an peta l‘clhm I\csn —

Setap  taha
NAL )
Dorthae avarn l‘wsvp:!:«nl:ln“‘“e”‘m“‘ o d““““Rk“n s
antary - '
Acara ditandatangang oleh . T Fime. I

Ke ,
nm PP Des kul\\ll\ﬂtvnfk\\lil it Desa SR FEpaE—

3. Pengesahan Batas Deaa

Pembentukan mncangan
berpedoman  pada l\*mmml‘l
troduk - Hukum  Daerahy.

permturan  bupati/walikota
Menteri tentang  Pembentukan

Tim  PPB Des  kabu
: - s paten/kota
mrl\\‘l:::f\ :““\ Angan peraturan bupati/walikota tentang peta
batas Desa berdasarkan hasil pPenegasan batas Desa,

Flumli{u‘ﬂlikuhl menetapkan  rancangan  peraturan
bupati/walikota menjadi peraturan bupati/walikota tentang peta
batas Desa. Peraturan Bupati/Walikota memuat titik koordinat
batas desa yang diurikan dalam batang tubuh dan dituangkan

di dalam pc:m batas dan daftar titik koordinat yang tercantum
dalam lampiran Pearturan Bupati/Walikota.

B. Mekanisme Verifikasi
Verifikasi teknis penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan

dilaksanakan  berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 45

Tahun 2016 tentang Pedoman Penctapan dan Penegasan Batas Desa.

Ketentuan umum proses verifikasi yaitu sebagai berikut :

I. Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pusat Pemetaan Batas Wilayah,
Badan Informasi Geospasial dikhususkan pada aspek teknis untuk
menjamin  kualitas data spasial yang dihasilkan oleh Pemerintah
Dacrah

2. Mckanisme verifikasi dibagi berdasarkan jenis kepentingan obyek yang
diverifikasi,

Mekanisme verifikasi sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati/Walikota

vaitu sebagai berikut:
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NSt akan dimulai setelah admin mengirimkan surel untuk
AN nama dan kontak Verifikator yang akan mendampingi di
ang tahapan verifikasi. '

I::.I:;:;:i:t‘l::;;:kt::.srlikmlj"lamﬂ dan penegasan batas desa/kelurahan
.l?: :::2::“ IT‘\flt‘ngk.apan Data, Dokumen dan Sumber Data.
3) Verifik St 1opologi dan Atribut Data Spasial.
' Verif o Peta Batas Desa/Kelurahan.
crikasi peta batas desa/kelurahan  dilakukan  dengan
memperhatikan hal-ha) sebagai berikut :

menginfok
sepan)

N \fer-iﬁkatf)r dapat melanjutkan verifikasi peta batas desa jikq
venfikasi topologi dan  atribut data spasial sudah selesai
dilaksanak

Pa an Serta dinyatakan sesuai.
rameter verifikasi peta batas desa yang dilakukan adalah

Pf'“_gecekan kesesuaian peta batas desa/kelurahan dengan data

digital.

1) Pengecekan dilakukan dengan membandingkan bentuk
Beometri dari segmen garis batas desa/kelurahan dan titik
batas desa/kelurahan pada data digital dengan segmen garis
batas desa/kelurahan dan titik batas desa/kelurahan pada
Peta Batas Desa/Kelurahan. serta kesesuaian penamaan Titik
Kartometrik  pada data digital dan Peta Batas
Desa/Kelurahan,

2) Hasil dari verifikasi ini wajib sesuai, karena peta batas
desa/kelurahan merupakan bukti otentik dari proses
kesepakatan segmen batas. Apabila dalam proses verifikasi
terdapat segmen batas yang tidak sama maka data perlu
dikonfirmasi ke pemerintah daerah dan dikembalikan.

g. Catatan pemeriksaan akan dibuat di oleh verifikator sesuai dengan

tahapan yang diketahui oleh Koordinator Pemetaan Batas Wilayah
Administrasi.

. Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pemetaan Batas

Wilayah akan diterbitkan apabila seluruh tahapan dinyatakan telah
sesuai secara teknis memenuhi ketentuan yang berlaku pada
penyelenggaraan informasi geospasial.

Apabila hanya terdapat citra orthosistematis (SPOT 6/7), maka
dalam berita acara atau rancangan peraturan bupati/walikotanya
perlu diberikan catatan (disclaimer) bahwa jika di kemudian hari
terdapat citra yang sudah diorthorektifikasi, garis batas perlu
direkonstruksi terhadap citra yang sudah diorthorektifikasi tersebut.




RAR

JANGEAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH

L Jangkauan

Batas Desa  adalah

pembatasan  wilavah administrasi
pemerntahan antar Desa vang merupakan rangkaian tinl tuk koordinat
vang berada pada permukaan

bumi dapat berupa tanda-tanda alam
SPETU @ pungiung gunung pegunungan, median sungai dan/atan

unsur buatan dilapangan vang dituangkan dalam betuk peta,

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Bangka tentang Batas
Desa & Kabupaten Bangka dapat menjadi pedoman penyelenggaraan
pemenniahan desa dalam membenikan kepastian hukum tentang batas
desa. menaptakan tertih administrasi pemenntahan, sehingga diharapkan

dapal mempercepal proses pembangunan di desa menghindari konflik
Antar wanga desa terkait perselisihan batas wilayah.

Anh Pengaturan

Untuk membenkan kepastian hukum tentang batas desa dan
menciptakan tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bangka,
arah pengaturannya berdasaran UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
shagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomar 3 Tahun 2024 tentang Desa, Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Kebijakan Sam Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000,
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan

Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati Bangka

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Bangka
tentang Batas Desa Kabupaten Bangka mencakup :
Bab | Ketentuan Umum
Bab Il Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab 11l Batas Wilayah
Bab IV Ketentuan Lain-Lain
Bab V Ketentuan Penutup

ppp &P
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